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HASIL WAWANCARA 

 

Wawancara dengan Wakil dua DPRD Kabupaten Banjarnegara Drs. 

Bambang Prawoto S  

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda ?  

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda di banjarnegara sendiri sangat 

bagus, malah kami sering membuat perda dari hasil aspirasi masyarakat itu sendiri, 

sebagai contoh perda tentang penyandang disabilitas. Kalau dari DPRDnya 

biasanya melalui kunjungan kerja atau dari hasil reses misalkan dalam suatu daerah 

banyak anak-anak yang tidak sekolah kemudian kita cari alasannya karna apa faktor 

ekomonikah kemudian jadilah perda seperti contoh jaminan beasiswa. Ada orang 

yang ususl dari reses  juga ada pas saba desa atau publik hearing itukan forumnya 

banyak. Lewat forum-forum itu masyarakat menyampaikan.  

 

Bagaimana anda melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 

pembentukan perda dari tahun ke tahun ?  

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukaan perda dari tahun ketahun selalu 

meningkat    

 

Adakah kendala yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan perda ?  



Kendala yang kita alami kadangkala ketika masyarakat kami undang ke forum, 

audien pada saaat publik hearing memberikan masukan tidak dibekali dengan 

bahan, sehingga waktu kami undang mereka hanya memberikan masukan apa 

adanya karena kurang mempersiapkanya dari rumah. Kendalanya hanya itu saja, 

tapi mereka kalau partisipasi dalam pembentukan perda sangat senang.  

 

Wawancara dengan Pak Eko Ratno Sugiyanto, S.H. (Kusbag Perundang-

undangan dan Pengkajian)  

Bagaimanakah pembuatan perda dari tahun ketahun ?  

Pembuatan perda dari tahun ke tahun meningkat 2018 ini ada sesuai propemperda 

ini ada 7 yang sedang di proses 2, 1 telah disahkan yaitu paudini dan yang 1nya lagi 

karna raperda sebelum ditetapkan difasilitasi oleh gubernur raperda  tentang 

pemahaman aset spmpn dan yg 5 sedang di proses, seperti hari jadi , pemanfaatan 

lahan perkarangan, ketahanan keluarga,  

Singkat kata dari tahun ke taun meningkat, data lebih lanjut ada datanya  

Apakah dalam pembentukan perda Sosialisasinya ada fasilitasnya ? 

Terkait sosialisasi ditahun 2015 saya ingat duu ada sosialisasi tentang perda ini di 

tahun 2015 Cuma sosialisasi itu ppernah dilakukan di tahun 2015 ditahun 2016 

entah bagaimana dari bagian perencanaan itu bahwa sosialisasi menjadi ranah 

bagian hukum sehingga ditahun 2016 tidak dikasih anggaran.  Terus 2017 tidak ada 

anggaran Cuma 2017 dialokasikan ke kegiatan yang sejenis dalam bentuk kegiatan 



“sahabat desa” sahabat desa salah satunya adalah sosialisasi tentang produk hukum 

khususnya perda. Maka perda” yang sudah ditetapkan disosialisasikan melalui Saba 

desa. Saba desa masih berlaku mulai dari tahun 2017 hingga saat ini  

Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda dari tahun ke 

tahun?  

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda tiap tahun meningkat, itu 

perda sebelum ditetapkan ada publik hearing itu kegiatannya adalah bahwa itu loh 

pemkab banjarnegara lewat DPRD itu meengajukan perda inisiatip tentang ini 

maksud tujuan ini kemudian disampaikan. Yang kedua dari daft ini barang kali ada 

masukan dan saran demi baiknya dalam forum itu di undang (perwakilan 

masyarakat) misalkan paud contohnya (dinas pendidikan pgri dewan pendidikan 

perwakilan masyarakat tokoh agama dan lain-lain) yang mengkait mendukung 

perda itu diundang. Oleh sebab itu masukan sebagai olah dasar atau referensi agar 

penyusunan perda lebih baik lagi.  

Adakah kendala yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan perda ? 

Kendala intern dari DPRD dalam pembentukan perda itu sendiri, DPRD itu 

mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga dalam 

penyusunan itu harus ada kesepahaman dari pola pikir dan sudut pandang pada 

raperda yang akan disusun dan semangatnya itu pun berbeda.  Sebenarnya jika 

dipahami dengan sebuah ilmu dalam raperda itu memang tidak ada masalah, Cuma 



karna latar belakang itu yang membuat semangatnya kurang dan menjadi salah satu 

kendala intern dalam pembentukan perda.  

Kendala external dari DPRD, antara raperda yang disusun dengan raperda yang 

diprolegda itu ngemate atau ada kesambungan nyambung dan keduanya raperda itu 

ada aplikativ atau ke sambungan yang dirasakan. Kadang dalam tanda kutip raperda 

itu hanya mendasarkan pada kuantitas atau jumlah.  Kl menurut kami raperda itu 

tidak usah terlalu banyak karena perda itu hanya untuk kesejahteraan masyarakat  

Dari masyarakat saya kurang paham paling muncul dari pubilk hearing nantikan 

dijadikan satu di sekretariat dan kemudian jadi referensi bagi kami.  

 

Wawancara dengan ibu Asih  

Sosialisasi perda disini disebut dengan saba desa. Saba Desa baru dilakukan mulai 

tahun 2017, selama ini saba desa datanya seimbang. Pelaksanaan Saba desa tidak 

melakukan kuisinoner melainkan dilakukan dikecamatan atau kita ke instansi 

terkait dan saba desa biasanya dilakukan setahun 2 kali.  

 


